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ABSTRAK 
Harmonisasi regulasi peraturan perundang-undangan tentang pengaturan ruang 
terbuka hijau publik ini berangkat dari Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 
terhadap peraturan perundang-undangan yang lainnya sesuai dengan teori hierarki 
norma. Dimana dalam pengaturannya telah tercipta sinkronisasi dan harmonisasi 
peraturan perundang-undangan mengenai ruang terbuka hijau publik. Namun dari 
data yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta tahun 2015 total 
ruang terbuka hijau publik baru 9,72%, sedangkan dalam ketentuan peraturan daerah 
tersebut menyatakan bahwa ruang terbuka hijau publik minimal 20% dari luas 
wilayah kota. Artinya pembuatan peraturan daerah tersebut seakan hanya mengikuti 
peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya tanpa melihat keadaan yang ada 
di kota Surakarta, karena untuk meningkatkan ruang terbuka hijau publik dari 9,72% 
menjadi lebih dari 20% itu bukanlah hal yang mudah. Karena pemerintah kota harus 
melakukan alih fungsi lahan lebih dari 10% luas wilayah kota untuk dijadikan sebagai 
ruang terbuka hijau publik. Sedangkan angka minimal 30% untuk ruang terbuka hijau 
merupakan standar minimum bagi suatu kota untuk dikatakan sebagai kota yang 
ideal, artinya besaran ruang terbuka hijau bagi suatu kota bisa saja berbeda-beda 
tetapi haruslah lebih dari 30% luas wilayah kota, karena hal itu adalah hak bagi setiap 
warga negara Republik Indonesia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan 
sehat sesuai pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
Kata Kunci:  harmonisasi, peraturan perundang-undangan, kota ideal. 
 
ABSTRACT 
Regulatory harmonization of legislation on setting the open green space of this public 
departure from the regulatory area of Surakarta number 1 Year 2012 about the Spatial 
Plan of the region of Surakarta City Year 2011-2031 against regulations other 
legislation in accordance with the theory of the hierarchy of norms. Where in the 
settings have been created in the synchronization and harmonization of legislation 
concerning public open green space. However, from the data issued by the 
environmental agency of Surakarta city year 2015 total new public open green space 
9.72%, while in the area's rules state that a public open green space of at least 20% of 
the total area of the city . This means that the regulation of the area as if just follow 
the existing regulations on it without looking at the circumstances that exist in the 
city of Surakarta, due to increasing public open green space from 9.72% to more than 
20% of that is not an easy thing. Because the City Government should do over the 
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function more than 10% of the land area of the city to serve as a public open green 
space. While the numbers at least 30% for open green space is the minimum standard 
for a city to be called as an ideal city, that quantity of open green space for a city can 
vary but must be more than 30% of the total area of the city, because it is a right for 
every citizen of the Republic of Indonesia to earn a good living environment and 
healthy according to article 28 H subsection (1) of the Constitution of the Republic of 
Indonesia Year 1945. 
Keywords: harmonization, legislation, ideal city. 
 
1. PENDAHULUAN 
Pada pemerintahan presiden Joko Widodo saja terdapat 3.143 peraturan 
daerah yang dibatalkan, 1765 merupakan peraturan daerah tingkat provinsi dan 1267 
peraturan daerah tingkat kabupaten dan kota.1 Banyaknya peraturan daerah yang 
dievaluasi oleh pemerintah dimana pada akhirnya harus dibatalkan karena bersifat 
diskriminatif, biaya tinggi, dan menyulitkan masyarakat. Terjadinya pembatalan 
terhadap peraturan daerah tidak selalu membatalkan peraturan daerah secara 
keseluruhan namun ada juga yang hanya terhadap pasal atau ayat saja. Pembatalan 
keseluruhan peraturan daerah dapat terjadi apabila terdapat kesalahan dalam 
konstruksi atau menyalahi kewenangan yang ada.2 Dalam proses pembentukannya, 
peraturan daerah perlu melalui suatu prosedur awal sebagai tindakan pencegahan dari 
tidak atau kurang berdaya gunanya suatu produk hukum yang dibentuk dikemudian 
hari, upaya yang dilakukan dengan melakukan pengkajian atas rancangan peraturan 
daerah melalui proses yang disebut dengan harmonisasi  peraturan perundang-
undangan.3 
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program 
Pembangunan Nasional menentukan bahwa salah satu program pembangunan adalah 
program pembentukan peraturan perundang-undangan yang sasarannya adalah 
                                                          
1
  Diakses pada senin , 7  Juli 2018 jam 23.21 WIB dalam www.kemendagri.go.id 
2
 Hafiz Andi Sadewo, 2015, Urgensi Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Dalam 
Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif (Studi Di Bagian Hukum Sekretariat Daerah 
Pemerintah Kota Kediri), Kediri: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hal. 3. 
3
 Ibid., hal. 4. 
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menciptakan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi 
masyarakat dan kebutuhan pembangunan.4 Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan 
bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-
undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dikoordinasikan oleh alat 
kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menangani bidang legislasi.5 
Salah satu yang dapat dijadikan tolak ukur baik atau tidaknya kualitas 
peraturan perundang-undangan adalah harmonisasi pembentukan peraturan 
perundang-undangan. Menurut Moh. Hasan Wargakusumah, yang dimaksud dengan 
harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian 
hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis 
maupun yuridis. Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian 
yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan 
tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, 
telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-
undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, 
atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral 
maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.6 
Sedangkan di kota Surakarta sendiri pengaturan mengenai ruang terbuka hijau 
diatur dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 bahwa ruang 
terbuka hijau minimal 30 persen dari luas wilayah kota, dengan pembagian ruang 
terbuka hijau publik minimal sebesar 20 persen dan ruang terbuka hijau privat sebesar 
10 persen dari luas wilayah kota.7 Namun realita yang terjadi besaran persentase 
                                                          
4
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 
5
 Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan 
6
 Moh. Hasan Wargakusumah, 1996/1997,  Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi 
Harmonisasi Hukum, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, hal. 37. 
7
 Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 
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ruang terbuka hijau publik yang ada di kota Surakarta menurut data yang dikeluarkan 
oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta pada tahun 2015 berada pada angka 
9,72 persen untuk ruang terbuka hijau publik kota Surakarta, sedangkan ruang 
terbuka hijau privat sebesar 19,75 persen.8 Angka yang sangat jauh dari ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang ada karena perintahnya adalah sebesar minimal 
20 persen dari luas wilayah kota, sedangkan yang ada hanya 9,72 persen dari luas 
wilayah kota. 
Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 
bagaimana harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai ruang terbuka hijau 
publik dengan melakukan tolak ukur berangkat dari Peraturan Daerah Kota Surakarta 
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 
2011-2031 terhadap peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya dengan 
memilih judul : “HARMONISASI REGULASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TENTANG PENGATURAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK 
(Analisis Terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031)” 
 
2. METODE 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan penulis untuk 
mengkaji harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai ruang terbuka hijau 
publik dalam peraturan perundang-undangan, buku, dan penelitian ilmiah. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Ruang Terbuka 
Hijau Publik Di Kota Surakarta 
                                                          
8
 Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surakarta, 2015, Laporan Akhir Penyusunan Dokumen 




Dalam pengaturannya ruang terbuka hijau publik kota Surakarta diatur dalam 
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031, sedangkan peraturan lain yang 
bersangkutan dengan peraturan itu baik secara horizontal maupun vertikal, Peraturan 
Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan 
Hidup, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan 
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan 
Perkotaan, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 
Tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
Dari hasil penelitian tidak ditemukan akan adanya pertentangan dalam 
peraturan perundang-undangan yang ada tersebut berarti telah tercipta sinkronisasi 
dan harmonisasi peraturan perundang-undangan mengenai ruang terbuka hijau publik 
karena dalam semua ketentuan yang masih berlaku tidak ditemukan akan adanya 
pertentangan dalam hal pengertian ataupun proporsinya. Meskipun dalam beberapa 
ketentuan tidak membahas secara langsung mengenai ruang terbuka hijau publik, 
tetapi karena ruang terbuka hijau publik pada dasarnya merupakan bagian daripada 
ruang terbuka hijau yang dimana dalam pemenuhannya ruang terbuka hijau publik 
berada pada tanggungjawab pemerintah daerah sebagai bentuk upaya untuk 
menciptakan ruang wilayah kota yang ideal menurut undang-undang yang berlaku.. 
Yang sebenarnya menjadi masalah adalah dimana kota surakarta memiliki 
ruang terbuka hijau publik yang jauh dari ketentuan perundang-undangan yang 
mereka buat sendiri, dimana ruang terbuka hijau publik yang ada baru menyentuh 
9,72 persen dari luas wilayah kota Surakarta. Meskipun ketika melihat data yang ada 
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total dari ruang terbuka hijau di kota surakarta sudah mendekati ketentuan perundang-
undangan yaitu sebesar 29,47 persen dari luas wilayah kota Surakarta. Artinya luas 
ruang terbuka hijau yang ada di kota Surakarta hampir mendekati batas minimum dari 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dimana amanat daripada 
peraturan perundang-undangan bahwa ruang terbuka hijau minimal sebesar 30 persen 
dari luas wilayah kota yang ada. Tetapi besaran ruang terbuka hijau yang ada di kota 
Surakarta ini lebih ditutupi oleh besaran dari ruang terbuka hijau privat, yang dimana 
menyumbangkan sebesar 19,75 persen dari luas wilayah kota. 
Bagaimana hal ini bisa terjadi kota surakarta hanya memiliki ruang terbuka 
hijau publik yang jauh dari ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 
1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-
2031, dimana dalam ketentuan tersebut bahwa proporsi ruang terbuka hijau publik 
seharusnya 20 persen dari luas wilayah kota. Dari sini mulai muncul banyak 
pertanyaan, apakah para pembuat peraturan daerah tersebut tidak melihat kondisi 
yang sebenarnya mengenai kota surakarta, atau para pembuat peraturan daerah hanya 
menyesuaikan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan ruang, atapun angka 20 persen ruang terbuka hijau publik itu merupakan 
sebuah mimpi bagi para pembuat peraturan daerah kota Surakarta untuk diciptakan, 
mengingat angka 20 persen bukanlah angka yang sedikit. Dimana total luas wilayah 
kota Surakarta adalah 44.030.000 meter persegi, bila kota surakarta telah memiliki 
luas ruang terbuka hijau publik sebesar 9,72 persen dari luas wilayah kota, berarti 
pemerintah kota harus meningkatkan jumlah luas ruang terbuka hijau publik sebesar 
10,28 persen dari luas wilayah kota. Bila 10 persen dari luas wilayah kota Surakarta 
saja telah menyentuh angka 4.403.000 meter persegi, yang menjadi pertanyaan 
apakah mungkin kota surakarta bisa membebaskan lahan seluas itu untuk 
dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau publik? Bahkah dari data yang ada saja 
total luas ruang terbuka hijau publik yang ada di kota Surakarta dari tahun 2010 luas 
ruang terbuka hijau publik yang ada belum pernah menyentuh angka 13 persen dari 
luas wilayah kota.  
 7 
 
Berikutnya ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan mengatur 
mengenai ruang terbuka hijau bagi suatu kota minimal 30 persen dari luas wilayah 
kota. Sebenarnya apakah angka 30 persen luas ruang terbuka hijau untuk suatu kota 
itu sudah menjamin ideal dan menjadikan suatu kota itu layak huni. Dari hal ini maka 
penulis mencoba menganalisa bahwa persentase minimal ruang terbuka hijau sebesar 
30 persen dari luas wilayah kota itu berasal dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) 
Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada Konferensi Tingkat 
Tinggi Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2002, disepakati bersama bahwa 
sebuah kota idealnya memiliki luas ruang terbuka hijau  minimal 30 persen dari total 
luas wilayah kota. Artinya dari hal tersebut bahwa besaran persentase 30 persen ruang 
terbuka hijau pada suatu kota merupakan hasil kesepakatan bersama bahwa besaran 
minimal ruang terbuka hijau dalam suatu kota minimal adalah 30 persen dari total 
luas wilayah suatu kota, angka tersebut muncul pastinya tidak secara asal-asalan 
tetapi pastinya muncul dari sebuah hasil studi yang panjang dan ketat karena untuk 
merumuskan suatu kota itu dikatakan ideal. Dan terlebih bahwa besaran ruang 
terbuka hijau sebesar 30 persen itu bukanlah suatu patokan baku karena angka 30 
persen merupakan angka minimal bukan suatu angka pasti, artinya besaran ruang 
terbuka hijau dalam suatu kota untuk dapat dikatan ideal haruslah lebih daripada 30 
persen luas wilayah kota. Hal tersebut pastinya menimbang menilik tentang 
bagaimana kondisi suatu kota tersebut. 
Sedangkan pengaturan di dalam konstitusi, memang tidak ada ketentuan pasal 
yang secara khusus mengatur mengenai ruang terbuka hijau ataupun ruang terbuka 
hijau publik, tetapi pada beberapa pasal penting yang mengatur dan mengharuskan 
pemerintah pada umumnya ataupun pemerintah kota pada khususnya untuk 
menciptakan suatu lingkungan yang ideal secara proporsi dan lingkungan yang sehat 
sebagai hak asasi yang harus diperoleh sebagai warga negara oleh pemerintah melalui 
kebijakan-kebijakan dan pengaturannya. Seperti tertuang dalam ketentuan pasal 28 H 
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut 
menentukan, “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 
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tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan.”9 Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan tentang 
bagaimana adanya hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta 
pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia bagi rakyat Indonesia. 
Di samping itu, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat”.10 Ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan pasal 33 ayat (4) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tentu dapat juga 
dikaitkan secara erat dengan konsepsi mengenai lingkungan hidup. Pasal 33 ayat (4) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi11: 
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional”. Dari kedua pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 tersebut jelas memberikan wewenang dan juga kewajiban 
kepada pemerintah untuk mengatur lingkungan hidup yang baik untuk warga 
negaranya. Hal tersebut merupakan konsep penataan ruang yang sudah secara jelas 
diatur dalam konstitusi negara ini.  
Dari semua ketentuan ataupun penjelasan pasal-pasal tersebut menerangkan 
secara jelas adalah suatu keharusan bagi pemerintah kota untuk memberikan ruang 
terbuka hijau sebesar minimal 30 persen dari luas wilayah kota. Meskipun besarnya 
ruang terbuka hijau dalam suatu kota bisa berbeda-beda tergantung dari struktur 
pengisi kota, misalnya pemukiman, kawasan industri ataupun kawasan yang lainnya. 
Jadi angka 30 persen merupakan suatu keharusan bagi pemerintah kota untuk 
menciptakannya melalui berbagai kebijakannya, misal melalui kebijakan pemberian 
                                                          
9
 Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
10
 Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
11
 Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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izin dalam pembangunan oleh pihak swasta dan juga harus adanya suatu upaya bagi 
pemerintah kota untuk meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau bagi suatu kota 
yang belum mencapai 30 persen. 
Mengingat bahwa penataan ruang di suatu daerah akan berpengaruh pada 
daerah lain, yang pada gilirannya akan mempengaruhi sistem ruang secara 
keseluruhan, dalam perencanaan tata ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem 
keterpaduan sebagai ciri utama.12 Artinya di dalam melakukan penataan ruang suatu 
kota memiliki peranan yang sangat penting dan dapat mempengaruhi kehidupan di 
kota lain. Mengingat setiap kota memiliki wewenang untuk mengatur kotanya 
masing-masing sesuai dengan konsep otonomi daerah yang diberikan kepada suatu 
daerah. Misalnya di dalam masalah perizinan pemerintah daerah harus benar-benar 
memperhitungkan segala kemungkinan yang terjadi tidak semata hanya bertujuan 
untuk pembangunan dan kemajuan suatu kota saja tetapi juga harus berfikir akan 
dampak yang akan diberikan terhadap lingkungan hidup yang ada, karena mengingat 
bahwa tujuan utama suatu pembangunan adalah untuk menciptakan suatu 
kemakmuran rakyat. Dan apalah artinya suatu kota yang memiliki kemajuan dan 
perkembangan namun memiliki kualitas lingkungan hidup yang buruk. 
Bila melihat yang terjadi di kota Surakarta bahwa ruang terbuka hijau di 
dominasi oleh ruang terbuka hijau privat artinya peran swastalah yang menyumbang 
ruang terbuka hijau jauh lebih besar dari yang diberikan oleh pihak pemerintah, meski 
hal tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang 
telah dikeluarkannya. Jadi sudah menjadi suatu keharusan bagi kota Surakarta untuk 
tetap meningkatkan proporsi ruang terbuka hijau yang ada terutama ruang terbuka 
hijau publik yang dimana dalam pemenuhannya menjadi tanggung jawab pemerintah. 
Hal tersebut tak lepas bahwa ruang terbuka hijau yang tidak ideal dalam suatu kota 
memiliki dampak yang tidak baik terhadap kelangsungan hidup yang ada dan hanya 
akan menciptakan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup. 
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 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013,  Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi 





Apabila mensinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan 
yang ada mengenai ruang terbuka hijau publik di kota Surakarta dimana pengaturan 
mengenai ruang terbuka hijau publik telah tercipta sinkronisasi dan harmonisasi 
peraturan perundang-undangan karena di dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan tersebut tidak ditemukan adanya pertentangan yang mengatur mengenai 
ruang terbuka hijau publik. Dan yang menjadi masalah adalah bahwa kota Surakarta 
tidak menjalankan ketentuan dari peraturan daerah yang telah mereka buat sendiri, 
karena kota surakarta hanya memiliki ruang terbuka hijau publik sebesar 9,72 persen 
dari luas wilayah kota, artinya luas ruang terbuka hijau publik kota Surakarta jauh 
dari ketentuan yang mereka buat, dimana luas ruang terbuka hijau publik seharusnya 
sebesar 20 persen dari luas wilayah kota dan total luas ruang terbuka hijau (publik 
dan privat) tidak menyentuh angka 30 persen dari luas wilayah kota. angka 30 persen 
merupakan standar minimal bagi sebuah kota untuk bisa dikatakan ideal menurut 
peraturan perundang-undangan dan menjadi suatu keharusan bagi pemerintah kota 
untuk menciptakannya melalui berbagai kebijakannya, misal melalui kebijakan 
pemberian izin dalam pembangunan oleh pihak swasta dan juga harus adanya suatu 
upaya bagi pemerintah kota untuk meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau bagi 
suatu kota yang belum mencapai 30 persen. 
 
4.2 SARAN 
Seharusnya pemerintah kota Surakarta di dalam membuat peraturan 
perundang-undangan melihat kondisi sebenarnya kota Surakarta khususnya mengenai 
ruang terbuka hijau publik apakah peraturan daerah itu mampu untuk dipenuhi atau 
hanya akan menjadi sebuah mimpi saja. Dan sudah seharusnya kota Surakarta 
meningkatkan besaran luas ruang terbuka hijau publik yang ada, untuk menciptakan 
lingkungan hidup yang nyaman, aman dan sehat bagi warganya. Tetapi para pembuat 
peraturan perundang-undangan tetap tidak keluar dari ketentuan yang seharusnya 
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